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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan 

kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian 

di masing-masing unit pelaksana teknis, perlu 

melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja 

kantor imigrasi; 

b. bahwa restrukturisasi organisasi dan tata kerja kantor 

imigrasi telah memperoleh persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi melalui surat Nomor B/313/M.KT.01/2018 

tanggal 30 April 2018; 

c. bahwa organisasi dan tata kerja kantor imigrasi 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi 
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dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kebutuhan keimigrasian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Imigrasi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 186); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 

IMIGRASI. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1  

(1) Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim 

adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat 

Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian 

di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 

(2) Kanim dipimpin oleh seorang Kepala. 

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 

teknis substantif berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala 

Divisi Keimigrasian. 

(4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara 

administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 

Kepala Divisi Keimigrasian. 

 

Pasal 2 

Kanim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya. 
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Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Kanim menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program di bidang 

keimigrasian; 

b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan 

dokumen perjalanan; 

c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan 

keimigrasian; 

d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin 

tinggal dan status keimigrasian; 

e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan 

dan intelijen keimigrasian; 

f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan 

keimigrasian;  

g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan 

teknologi informasi keimigrasian; 

h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan 

komunikasi publik keimigrasian; 

i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, 

persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan 

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas 

keimigrasian.  

 

BAB II 

KLASIFIKASI  

 

Pasal 4 

Klasifikasi Kanim terdiri atas: 

a. Kanim Kelas I Khusus; 

b. Kanim Kelas I; 

c. Kanim Kelas II; dan 

d. Kanim Kelas III.  
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BAB III 

KANIM KELAS I KHUSUS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

Kanim Kelas I Khusus terdiri atas: 

a. Kanim Kelas I Khusus TPI; dan 

b. Kanim Kelas I Khusus Non TPI. 

 

Bagian Kedua 

Kanim Kelas I Khusus TPI 

 

Pasal 6 

(1) Kanim Kelas I Khusus TPI membawahi TPI pada wilayah 

kerjanya. 

(2) Kanim Kelas I Khusus TPI terdiri atas: 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal 

Keimigrasian;  

c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Keimigrasian; 

d. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan 

e. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

 

Pasal 7 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, 

dan rumah tangga.  
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Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal  8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan dan pengendalian internal; 

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 

dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan 

rumah tangga. 

 

Pasal 9 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

b. Subbagian Keuangan. 

 

Pasal 10 

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya 

manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik 

negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan Kanim. 

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, 

pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta 

pelaporan di bidang keuangan. 

 

Pasal 11 

Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dokumen 

perjalanan, izin tinggal, dan status keimigrasian. 
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Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11, Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal 

Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian; 

b. pelaksanaan pelayanan paspor; 

c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang 

asing; 

d. pelayanan pas lintas batas; 

e. pelayanan izin tinggal; 

f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status 

keimigrasian; 

g. pelayanan izin masuk kembali; 

h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 

i. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan 

j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan 

ganda. 

 

Pasal 13 

Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian 

terdiri atas: 

a. Seksi Dokumen Perjalanan; dan 

b. Seksi Izin Tinggal Keimigrasian. 

 

Pasal 14 

(1) Seksi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, 

pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor 

bagi orang asing, dan pas lintas batas. 

(2) Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat 

keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak 
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berkewarganegaraan ganda, penyiapan pemeriksaan, 

penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, 

dan penelaahan status keimigrasian dan 

kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan 

keimigrasian. 

 

Pasal 15 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi 

keimigrasian. 

 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem 

teknologi dan informasi keimigrasian; 

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

keimigrasian; 

c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan 

informasi keimigrasian; 

d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik keimigrasian; dan 

e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar 

instansi. 

 

Pasal 17 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

terdiri atas: 

a. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan 

b. Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. 
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Pasal 18 

(1) Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan 

sistem danteknologi informasi keimigrasian. 

(2) Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan 

komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, dan kerjasama antar instansi. 

 

Pasal 19 

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, 

intelijen dan penindakan keimigrasian. 

 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 

b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan 

keimigrasian; 

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen 

keimigrasian; 

d. penyajian informasi produk intelijen; 

e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, 

kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 

f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; 

g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 

h. pelaksanaan pemulangan orang asing. 
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Pasal 21 

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas: 

a. Seksi Intelijen Keimigrasian; dan 

b. Seksi Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 22 

(1) Seksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen 

keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, 

penyajian informasi produk intelijen, pengamanan 

personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan 

instalasi vital keimigrasian. 

(2) Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan 

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. 

 

Pasal 23 

Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi mempunyai tugas 

melaksanakan pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan 

pelaporan perlintasan keimigrasian. 

 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23, Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, 

evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian; 

b. pemeriksaan dokumen keimigrasian; 

c. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan 

d. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. 
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Pasal 25 

Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi terdiri atas: 

a. Seksi Pemeriksaan I; 

b. Seksi Pemeriksaan II;  

c. Seksi Pemeriksaan III; dan  

d. Seksi Pemeriksaan IV. 

 

Pasal 26 

(1) Seksi Pemeriksaan I mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen 

perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda 

masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda 

masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang 

masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan 

peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya. 

(2) Seksi Pemeriksaan II mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen 

perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda 

masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda 

masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang 

masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan 

peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya. 

(3) Seksi Pemeriksaan III mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen 

perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda 

masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda 

masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang 

masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan 

peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya. 

(4) Seksi Pemeriksaan IV mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen 

perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda 

masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda 
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masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang 

masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan 

peraturan perundang-undangan pada unit kerjanya. 

 

Bagian Ketiga  

Kanim Kelas I Khusus Non TPI 

 

Pasal 27 

Kanim Kelas I Khusus Non TPI terdiri atas: 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan;  

c. Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; 

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Keimigrasian; dan 

e. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 28 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, 

dan rumah tangga. 

 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan dan pengendalian internal; 

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 

dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan 

rumah tangga. 
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Pasal 30 

Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

b. Subbagian Keuangan. 

 

Pasal 31 

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya 

manusia, tata usaha, dan rumah tangga, barang milik 

negara, pengendalian internal, dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan Kanim. 

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, 

pengelolaan urusan keuangan,dan evaluasi serta 

pelaporan di bidang keuangan. 

 

Pasal 32 

Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dokumen 

perjalanan. 

 

Pasal 33 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32, Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen 

Perjalanan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelayanan paspor; dan 

b. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang 

asing. 

 

Pasal 34 

Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan terdiri 

atas: 

a. Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan; dan 

b. Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan. 
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Pasal 35 

(1) Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelaksanaan penerbitan paspor biasa dan surat 

perjalanan laksana paspor bagi orang asing. 

(2) Seksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan 

paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi 

orang asing. 

 

Pasal 36 

Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan izin tinggal dan status 

keimigrasian. 

 

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36, Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

izin tinggal dan status keimigrasian; 

b. pelayanan izin tinggal; 

c. pelayanan izin masuk kembali; 

d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status 

keimigrasian; 

e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 

f. pelayanansurat keterangan keimigrasian; dan 

g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan 

ganda. 
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Pasal 38 

Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas: 

a. Seksi Izin Tinggal Keimigrasian; dan 

b. Seksi Status Keimigrasian. 

 

Pasal 39 

(1) Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang  pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali. 

(2) Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, 

pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status 

keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan 

kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan 

keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, 

dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. 

 

Pasal 40 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi 

keimigrasian. 

 

Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem 

teknologi dan informasi keimigrasian; 

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

keimigrasian; 

c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan 

informasi keimigrasian; 
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d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik keimigrasian; dan 

e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar 

instansi. 

 

Pasal 42 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

terdiri atas: 

a. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan 

b. Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. 

 

Pasal 43 

(1) Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan 

sistem dan teknologi informasi keimigrasian. 

(2) Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan 

komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, dan kerjasama antar instansi. 

 

Pasal 44 

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, intelijen, 

pengawasan dan penindakan keimigrasian. 

 

Pasal 45 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengawasan, intelijen, dan penindakan keimigrasian; 
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b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan 

keimigrasian; 

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen 

keimigrasian; 

d. penyajian informasi produk intelijen; 

e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, 

kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 

f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; 

g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 

h. pelaksanaan pemulangan orang asing. 

 

Pasal 46 

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas: 

a. Seksi Intelijen Keimigrasian; dan 

b. Seksi Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 47 

(1) Seksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidangpengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen 

keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, 

penyajian informasi produk intelijen, pengamanan 

personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan 

instalasi vital keimigrasian. 

(2) Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan 

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. 
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BAB IV 

KANIM KELAS I 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 48 

Kanim Kelas I terdiri atas: 

a. Kanim Kelas I TPI; dan 

b. Kanim Kelas I Non TPI. 

 

Bagian Kedua 

Kanim Kelas I TPI 

 

Pasal 49 

(1) Kanim Kelas I TPI membawahi TPI pada wilayah 

kerjanya. 

(2) Kanim Kelas I TPI terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian; 

c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; 

d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Keimigrasian; dan 

e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 50 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal 

serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi 

kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, 

dan rumah tangga. 
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Pasal 51 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan dan pengendalian internal; 

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 

dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan 

rumah tangga. 

 

Pasal 52 

Subbagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Urusan Kepegawaian; 

b. Urusan Keuangan; dan 

c. Urusan Umum. 

 

Pasal 53 

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata 

usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal. 

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan 

rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga. 

 

Pasal 54 

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan 

pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. 

 

Pasal 55 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

54, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

lalu lintas keimigrasian; 

b. pelayanan paspor; 
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c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang 

asing; 

d. pelayanan pas lintas batas; 

e. pemeriksaan dokumen keimigrasian; 

f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan 

g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. 

 

Pasal 56 

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan; dan 

b. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian. 

 

Pasal 57 

(1) Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana 

paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas. 

(2) Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen 

keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, 

penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar 

terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah 

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 58 

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. 

 

Pasal 59 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

58, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

izin tinggal dan status keimigrasian; 

www.peraturan.go.id



2018, No.916 
-21- 

b. pelayanan izin tinggal;  

c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status 

keimigrasian; 

d. pelayanan izin masuk kembali; 

e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 

f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan 

g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan 

ganda. 

 

Pasal 60 

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Status Keimigrasian. 

 

Pasal 61 

(1) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali. 

(2) Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidangpemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih 

status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan 

kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan 

keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, 

dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. 

 

Pasal 62 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas 

melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan 

sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. 
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Pasal 63 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem 

teknologi dan informasi keimigrasian; 

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

keimigrasian; 

c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan 

informasi keimigrasian; 

d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik keimigrasian; dan 

e. pelaksanaan hubungan masyarakatdan kerjasama antar 

instansi. 

 

Pasal 64 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

terdiri atas: 

a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. 

 

Pasal 65 

(1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan 

sistem dan teknologi informasi keimigrasian. 

(2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan 

komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, dan kerjasama antar instansi. 
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Pasal 66 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, 

intelijen dan penindakan keimigrasian. 

 

Pasal 67 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

66, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 

b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan 

keimigrasian; 

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen 

keimigrasian; 

d. penyajian informasi produk intelijen; 

e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, 

kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 

f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; 

g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 

h. pelaksanaan pemulangan orang asing. 

 

Pasal 68 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 69 

(1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen 

keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, 

penyajian informasi produk intelijen, pengamanan 

personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan 

instalasi vital keimigrasian 
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(2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan 

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. 

 

Bagian Ketiga 

Kanim Kelas I Non TPI 

 

Pasal 70 

Kanim Kelas I Non TPI terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan; 

c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; 

d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; 

dan 

e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 71 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, informasi, dan hubungan masyarakat, 

pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, 

persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga. 

 

Pasal 72 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

71, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan dan pengendalian internal; 

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 

dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan 

rumah tangga. 
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Pasal 73 

Subbagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Urusan Kepegawaian; 

b. Urusan Keuangan; dan 

c. Urusan Umum. 

 

Pasal 74 

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata 

usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal. 

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan 

rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga. 

 

Pasal 75 

Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan 

mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pelayanan 

dokumen perjalanan. 

 

Pasal 76 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

75, Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelayanan,verifikasi,dan adjudikasi dokumen perjalanan; 

b. pelayanan paspor; dan 

c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang 

asing. 

 

Pasal 77 

Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalananterdiri 

atas: 

a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan; dan 

b. Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan. 
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Pasal 78 

(1) Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai 

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penerbitan paspor biasa dan surat perjalanan 

laksana paspor bagi orang asing. 

(2) Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang verifikasi dan adjudikasi penerbitan 

paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor bagi 

orang asing. 

 

Pasal 79 

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian. 

 

Pasal 80 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

79, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

izin tinggal dan status keimigrasian; 

b. pelayanan izin tinggal; 

c. pelayanan izin masuk kembali; 

d. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status 

keimigrasian; 

e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 

f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan 

g. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan 

ganda. 

 

Pasal 81 

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Status Keimigrasian. 
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Pasal 82 

(1) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali. 

(2) Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidangpemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih 

status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan 

kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan 

keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, 

dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. 

 

Pasal 83 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi 

keimigrasian. 

 

Pasal 84 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

83, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem 

teknologi dan informasi keimigrasian; 

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

keimigrasian; 

c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan 

informasi keimigrasian; 

d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik keimigrasian; dan 

e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar 

instansi. 
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Pasal 85 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

terdiri atas: 

a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. 

 

Pasal 86 

(1) Subseksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

pengamanan sistem dan teknologi informasi 

keimigrasian. 

(2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan 

komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, dan kerjasama antar instansi. 

 

Pasal 87 

Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan 

penindakan keimigrasian. 

 

Pasal 88 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

87, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

intelijen,pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 

b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan 

keimigrasian; 

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen 

keimigrasian; 

d. penyajian informasi produk intelijen; 
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e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, 

kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 

f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; 

g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 

h. pelaksanaan pemulangan orang asing. 

 

Pasal 89 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 90 

(1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen 

keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, 

penyajian informasi produk intelijen, pengamanan 

personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan 

instalasi vital keimigrasian. 

(2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan 

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. 

 

BAB V 

KANIM KELAS II 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 91 

Kanim Kelas II terdiri atas: 

a. Kanim Kelas II TPI; dan 

b. Kanim Kelas II Non TPI. 
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Bagian Kedua 

Kanim Kelas II TPI 

 

Pasal 92 

(1) Kanim Kelas II TPI membawahi TPI pada wilayah 

kerjanya. 

(2) Kanim Kelas II TPI terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian; 

c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Keimigrasian; dan 

d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 93 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, 

dan rumah tangga. 

 

Pasal 94 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

93, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan dan pengendalian internal; 

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 

dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan 

rumah tangga. 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.916 
-31- 

Pasal 95 

Subbagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Urusan Kepegawaian; 

b. Urusan Keuangan; dan 

c. Urusan Umum. 

 

Pasal 96 

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata 

usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal. 

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan 

rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga. 

 

Pasal 97 

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan 

perlintasan keimigrasian. 

 

Pasal 98 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

97, Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian; 

b. pelayanan paspor; 

c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang 

asing; 

d. pelayanan pas lintas batas; 

e. pelayanan izin tinggal; 

f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status 

keimigrasian; 

g. pelayanan izin masuk kembali; 

h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 
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i. pelayanan surat keterangan keimigrasian; 

j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan 

ganda; 

k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen 

keimigrasian; 

l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan  

m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. 

  

Pasal 99 

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian. 

 

Pasal 100 

(1) Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana 

paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan 

dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, 

pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan 

penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar. 

(2) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat 

keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak 

berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, 

dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan 

penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.  

 

Pasal 101 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi 

keimigrasian. 

www.peraturan.go.id



2018, No.916 
-33- 

Pasal 102 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

101, Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem 

teknologi dan informasi keimigrasian; 

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

keimigrasian; 

c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan 

informasi keimigrasian; 

d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik keimigrasian; dan 

e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar 

instansi. 

 

Pasal 103 

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri 

atas: 

a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. 

 

Pasal 104 

(1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan 

sistem dan teknologi informasi keimigrasian. 

(2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan 

komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, dan kerjasama antar instansi. 
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Pasal 105 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, 

intelijen dan penindakan keimigrasian. 

 

Pasal 106 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 

b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan 

keimigrasian; 

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen 

keimigrasian; 

d. penyajian informasi produk intelijen; 

e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, 

kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 

f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; 

g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 

h. pelaksanaan pemulangan orang asing. 

 

Pasal 107 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 108 

(1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen 

keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, 

penyajian informasi produk intelijen, pengamanan 

personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan 

instalasi vital keimigrasian. 

www.peraturan.go.id



2018, No.916 
-35- 

(2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan 

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. 

 

Bagian Ketiga 

Kanim Kelas II Non TPI 

 

Pasal 109 

Kanim Kelas II Non TPI terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian; 

c. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; 

dan 

d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 110 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, 

dan rumah tangga. 

 

Pasal 111 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

110, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan 

pelaporan; 

b. pelaksanaan dan pengendalian internal; 

c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 

dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan 

rumah tangga. 
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Pasal 112 

Subbagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Urusan Kepegawaian; 

b. Urusan Keuangan; dan 

c. Urusan Umum. 

 

Pasal 113 

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata 

usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal. 

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan 

rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan. 

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan 

pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga. 

 

Pasal 114 

Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan, izin tinggal, 

dan status keimigrasian. 

 

Pasal 115 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

114, Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

dokumen dan izin tinggal keimigrasian; 

b. pelayanan paspor; 

c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang 

asing; 

d. pelayanan izin tinggal; 

e. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status 

keimigrasian; 

f. pelayanan izin masuk kembali; 

g. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 

h. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan 

www.peraturan.go.id



2018, No.916 
-37- 

i. pelayanan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. 

 

Pasal 116 

Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Dokumen Perjalanan; dan 

b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian. 

 

Pasal 117 

(1) Subseksi Dokumen Perjalanan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan paspor dan surat perjalanan laksana 

paspor bagi orang asing. 

(2) Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat 

keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak 

berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, 

dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan 

penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan 

dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian. 

 

Pasal 118 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, 

dan pengamanan sistem teknologi informasidan komunikasi 

keimigrasian. 

 

Pasal 119 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

118, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang 

pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem 

teknologi dan informasi keimigrasian; 
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b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

keimigrasian; 

c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan 

informasi keimigrasian; 

d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi 

publik keimigrasian; dan 

e. pelaksanaan hubungan masyarakatdan kerjasama antar 

instansi. 

 

Pasal 120 

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

terdiri atas: 

a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Informasidan Komunikasi Keimigrasian. 

 

Pasal 121 

(1) Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan 

sistem dan teknologi informasi keimigrasian. 

(2) Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidangpengumpulan, pengolahan, dan 

penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan 

komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan 

masyarakat, dan kerjasama antar instansi. 

 

Pasal 122 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai 

tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, 

pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 
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Pasal 123 

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

122, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 

b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan 

keimigrasian; 

c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen 

keimigrasian; 

d. penyajian informasi produk intelijen; 

e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, 

kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 

f. penyidikan tindak pidana keimigrasian; 

g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 

h. pelaksanaan pemulangan orang asing. 

 

Pasal 124 

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas: 

a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan 

b. Subseksi Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 125 

(1) Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen 

keimigrasian dan pengawasan keimigrasian, penyelidikan 

intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk 

intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, 

perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. 

(2) Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, 

pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan 

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. 
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BAB VI 

KANIM KELAS III 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 126 

Kanim Kelas III terdiri atas: 

a. Kanim Kelas III TPI; dan 

b. Kanim Kelas III Non TPI. 

 

Bagian Kedua 

Kanim Kelas III TPI 

 

Pasal 127 

(1) Kanim Kelas III TPI membawahi TPI pada wilayah 

kerjanya. 

(2) Kanim Kelas III TPI terdiri atas: 

a. Urusan Tata Usaha; 

b. Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian; 

dan 

c. Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan 

Penindakan Keimigrasian. 

 

Pasal 128 

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, 

dan rumah tangga. 
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Pasal 129 

Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, 

perlintasan, izin tinggal, dan status keimigrasian. 

 

Pasal 130 

Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan 

Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi 

dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, 

pengamanan sistem dan teknologi informasi, intelijen, 

pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 

 

Bagian Ketiga 

Kanim Kelas III Non TPI 

 

Pasal 131 

Kanim Kelas III Non TPI terdiri atas: 

a. Urusan Tata Usaha; 

b. Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen 

Keimigrasian; dan 

c. Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan 

Keimigrasian. 

 

Pasal 132 

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, 

administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi 

kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, 

dan rumah tangga. 
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Pasal 133 

Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian 

mempunyai tugas melakukan  penyiapan penyusunan 

rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pelayanan dokumen perjalanan, izin 

tinggal dan status keimigrasian. 

 

Pasal 134 

Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan 

Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan 

penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi 

dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, 

pengamanan sistem teknologidan komunikasi informasi, 

intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. 

 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 135 

Di lingkungan Kanim dapat ditetapkan kelompok jabatan 

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 136 

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kanim mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 137 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 

Kepala Kanim. 
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(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

TATA KERJA 

 

Pasal 138 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kanim, Kepala 

Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, 

Kepala Subseksi, dan Kepala Urusan wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan Kanim maupun instansi lain di luar Kanim sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

  

Pasal 139 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kanim 

wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila 

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang 

diperlukan. 

 

Pasal 140 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kanim 

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

 

Pasal 141 

Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan 

satuan organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk 

kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan 

yang berwenang.  
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Pasal 142 

Kepala Kanim melaporkan pelaksanaan tugas teknis 

keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui 

Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah. 

 

BAB IX 

JABATAN KANIM 

 

Pasal 143 

(1) Kepala Kanim Kelas I Khusus merupakan jabatan 

pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon 

IIb. 

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kanim Kelas I 

Khusus merupakan jabatan administrator atau jabatan 

struktural Eselon IIIb. 

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kanim Kelas I 

Khusus merupakan jabatan pengawas atau jabatan 

struktural Eselon IVb.  

 

Pasal 144 

(1) Kepala Kanim Kelas I merupakan jabatan administrator 

atau jabatan struktural Eselon IIIa. 

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kanim Kelas I 

merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural 

Eselon IVa. 

(3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kanim Kelas I 

merupakan jabatan pelaksana atau jabatan struktural 

Eselon V. 

 

Pasal 145 

(1) Kepala Kanim Kelas II merupakan jabatan administrator 

atau jabatan struktural Eselon IIIb. 

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kanim Kelas II 

merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural 

Eselon IVb. 
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(3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kanim Kelas II 

merupakan jabatan pelaksana atau jabatan struktural 

Eselon V. 

 

Pasal 146 

(1) Kepala Kanim Kelas III merupakan jabatan pengawas 

atau jabatan struktural Eselon IVa. 

(2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kanim Kelas 

III merupakan jabatan pelaksana atau jabatan struktural 

Eselon V. 

 

BAB X 

PENDANAAN 

 

Pasal 147 

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 

dan fungsi Kanim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara. 

 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 148 

Perubahan organisasi dan tata kerja Kanim ditetapkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dan hak asasi manusia, setelah mendapat 

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 149 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan jumlah 

Kanim di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kantor 

yang terdiri atas: 
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a. Kanim Kelas I Khusus sebanyak 7 (tujuh); 

b. Kanim Kelas I sebanyak 39 (tiga puluh sembilan); 

c. Kanim Kelas II sebanyak 62 (enam puluh dua); dan 

d. Kanim Kelas III sebanyak  17 (tujuh belas). 

(2) Bagan susunan organisasi Kanim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(3) Daftar Kanim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 150 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan 

Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 151 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Juli 2018 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 19 Juli 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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